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Abstrak

Pasca Reformasi 1998, Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek prosedural
demokrasi, seperti penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif rutin, keterbukaan politik,
serta desentralisasi kekuasaan. Meskipun demikian, penguatan prosedur tersebut tidak selalu
diiringi dengan peningkatan kualitas substansi demokrasi. Fenomena ini terlihat dari masih
dominannya praktik politik transaksional, menguatnya peran oligarki, serta terbatasnya
representasi kepentingan publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketimpangan antara demokrasi prosedural dan
substansial dalam konteks politik Indonesia pasca-Reformasi dengan menggunakan pendekatan
kualitatif melalui studi literatur. Analisis difokuskan pada dinamika kekuasaan, relasi antara elite
politik dan ekonomi, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi. Hasil kajian menunjukkan
bahwa demokrasi di Indonesia cenderung beroperasi pada tataran formal-prosedural,
sementara nilai-nilai substantif seperti keadilan sosial, partisipasi bermakna, dan akuntabilitas
publik belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini mengindikasikan adanya distorsi dalam praktik
demokrasi yang berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi yang sehat. Oleh karena itu,
diperlukan upaya penguatan demokrasi substantif melalui reformasi kelembagaan, peningkatan
partisipasi publik yang berkualitas, serta pembatasan pengaruh kekuatan oligarkis dalam politik.

Kata Kunci:
Demokrasi Prosedural, Demokrasi Substantif, Oligarki, Pasca-Reformasi, Politik Indonesia

Abstract

Following the Reformasi 998, Indonesia has experienced significant progress in the procedural aspects
of democracy, including the regular conduct of elections, increased political openness, and
decentralization of power. However, these procedural advancements have not necessarily been
accompanied by improvements in the substantive quality of democracy. This condition is reflected in
the persistence of transactional politics, the strengthening of oligarchic influence, and the limited
representation of public interests in policymaking processes. This study aims to examine the imbalance
between procedural and substantive democracy in post-Reform Indonesia using a qualitative approach
based on literature review. The analysis focuses on power dynamics, the relationship between political
and economic elites, and their implications for democratic quality. The findings indicate that democracy
in Indonesia tends to operate at a formal-procedural level, while substantive values such as social
justice, meaningful participation, and public accountability remain insufficiently realized. This suggests
the presence of distortions in democratic practice that may hinder healthy democratic consolidation.
Therefore, strengthening substantive democracy requires institutional reforms, improved quality of
public participation, and limitations on oligarchic influence in politics.
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PENDAHULUAN

Sejak Reformasi 1998, Indonesia sering dipandang sebagai salah satu contoh penting dalam

proses transisi menuju sistem demokrasi di Asia Tenggara (Nurcahya et al., 2025). Perubahan politik
yang terjadi tidak hanya menandai berakhirnya rezim otoritarian, tetapi juga membuka ruang bagi
pembentukan institusi-institusi demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilihan umum yang
berlangsung secara reguler, desentralisasi kewenangan ke tingkat daerah, serta meningkatnya ruang
kebebasan sipil kerap dijadikan indikator keberhasilan tersebut. Namun, jika dicermati lebih jauh,
keberhasilan ini cenderung berada pada level prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan
kualitas demokrasi yang substantif (Noer, 2025a).
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Dalam praktiknya, demokrasi pasca-Reformasi menunjukkan sejumlah dinamika yang tidak
sepenuhnya sejalan dengan prinsip ideal demokrasi itu sendiri (Erlina, 2023). Alih-alih menghasilkan
distribusi kekuasaan yang lebih merata, sistem demokrasi justru dalam beberapa kasus menjadi
medium bagi bertahannya pola-pola kekuasaan lama dalam bentuk yang lebih fleksibel. Hal ini
tampak dari masih kuatnya pengaruh kelompok elite dalam proses politik, baik melalui kontrol
terhadap sumber daya ekonomi maupun akses terhadap institusi politik. Dengan demikian, demokrasi
tidak selalu berfungsi sebagai mekanisme representasi kepentingan publik secara luas, melainkan
dapat beroperasi dalam kerangka kepentingan yang lebih sempit (A.-S. Abdullah, 2022; Pebriansah,
2023).

Selain itu, praktik klientelisme dan patronase tetap menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari
dinamika politik elektoral di Indonesia (Kusmana & Mustofa, 2024). Hubungan antara aktor politik
dan pemilih sering kali dibangun atas dasar pertukaran yang bersifat pragmatis, bukan pada
pertimbangan programatik atau ideologis. Fenomena politik uang juga memperlihatkan bahwa
kompetisi elektoral tidak sepenuhnya berjalan dalam kerangka rasionalitas demokratis yang ideal
(Rizqillah et al., 2025). Dalam konteks desentralisasi, distribusi kekuasaan ke daerah tidak selalu
memperkuat partisipasi politik masyarakat, tetapi dalam beberapa kasus justru menciptakan ruang
baru bagi praktik dominasi elite di tingkat lokal.

Meskipun berbagai kajian telah mengangkat persoalan-persoalan tersebut, sebagian besar
masih melihatnya sebagai fenomena yang berdiri sendiri. Pendekatan yang terfragmentasi ini
membuat hubungan antara berbagai gejala tersebut belum sepenuhnya terjelaskan dalam satu
kerangka analisis yang utuh (Abdillah et al., 2026). Akibatnya, belum banyak penelitian yang secara
langsung menyoroti bagaimana dominasi proseduralisme dalam demokrasi dapat berkontribusi
terhadap melemahnya dimensi substansial demokrasi itu sendiri (Noer, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji kembali praktik demokrasi di
Indonesia dengan menempatkan proseduralisme sebagai titik masuk analisis. Fokus utama penelitian
ini adalah melihat bagaimana mekanisme demokrasi yang secara formal berjalan dengan baik justru
dapat menyembunyikan atau bahkan memperkuat distorsi dalam praktik kekuasaan (N. Sari et al.,
2025). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini berusaha
menghubungkan berbagai temuan yang ada ke dalam kerangka analisis yang lebih terintegrasi.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya untuk memahami krisis
substansi demokrasi sebagai konsekuensi dari dominasi proseduralisme dalam praktik politik (A.
Abdullah, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana
proseduralisme politik di Indonesia pasca-Reformasi berimplikasi terhadap kualitas demokrasi secara
substantif, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi arah perkembangan demokrasi ke depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (library
research) untuk memahami dinamika demokrasi di Indonesia pasca Reformasi 1998. Pendekatan ini
dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara kritis berbagai temuan yang telah
dipublikasikan, khususnya terkait hubungan antara proseduralisme politik dan kualitas substansi
demokrasi.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah,
buku akademik, serta laporan penelitian yang relevan. Penelusuran dilakukan melalui basis data
akademik seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional dengan menggunakan kata kunci yang
berkaitan dengan demokrasi Indonesia, praktik politik, serta relasi kekuasaan. Untuk menjaga
relevansi dan kualitas, hanya sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik serta memiliki
kejelasan akademik yang digunakan dalam analisis.

Pemilihan literatur dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesesuaian tema,
periode publikasi, serta kredibilitas sumber. Literatur yang tidak memiliki dasar metodologis yang
jelas atau tidak relevan dengan fokus penelitian tidak dilibatkan dalam proses analisis.

Alur penelitian disajikan dalam Gambar 1 yang menggambarkan tahapan utama penelitian
secara sistematis.
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Gambar 1. Alur Prosedur Penelitian

Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi topik untuk menetapkan fokus kajian.
Selanjutnya dilakukan penelusuran literatur guna mengumpulkan sumber-sumber akademik yang
relevan. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi
sehingga hanya sumber yang sesuai yang digunakan. Tahap berikutnya adalah analisis data, yang
dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama dan mengkaji hubungan antar
temuan tersebut. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai
fenomena yang diteliti.

Seluruh tahapan dilakukan secara berurutan dan saling berkaitan, sehingga memungkinkan
proses penelitian dapat ditelusuri dengan jelas. Pendekatan ini juga membantu memastikan bahwa
hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi mampu memberikan pemaknaan yang lebih
mendalam terhadap dinamika demokrasi yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran dan pengolahan literatur menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi di
Indonesia setelah Reformasi 1998 memperlihatkan kecenderungan penguatan pada dimensi
prosedural. Hal ini ditandai oleh berlangsungnya pemilihan umum secara periodik, terbukanya
kompetisi politik, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses politik formal. Selain itu,
perubahan kelembagaan melalui desentralisasi turut memperluas distribusi kewenangan politik ke
tingkat daerah.

Meskipun demikian, temuan yang diperoleh tidak sepenuhnya menunjukkan adanya perbaikan
yang seimbang pada aspek substansial demokrasi. Dalam berbagai sumber yang dianalisis, praktik
demokrasi formal justru berjalan berdampingan dengan pola relasi kekuasaan yang relatif bertahan
(Raintung & Mesra, 2025). Proses elektoral tidak selalu menjadi ruang pertarungan gagasan yang
setara, melainkan sering kali dipengaruhi oleh faktor di luar mekanisme demokrasi normatif.

Kecenderungan tersebut juga tercermin dalam menguatnya praktik politik yang bersifat
transaksional. Relasi antara aktor politik dan pemilih dalam sejumlah kasus tidak sepenuhnya
dibangun atas dasar pertimbangan program atau visi kebijakan, melainkan lebih didorong oleh
kepentingan jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tetap berlangsung, tetapi
orientasinya mengalami pergeseran.

Selain itu, distribusi kekuasaan melalui kebijakan desentralisasi tidak selalu menghasilkan
perubahan yang substantif dalam praktik politik. Dalam beberapa konteks, pelimpahan kewenangan
justru menciptakan konfigurasi kekuasaan baru di tingkat lokal tanpa mengubah pola dominasi yang
telah ada sebelumnya (Budiman et al., 2025). Dengan demikian, perubahan pada struktur
kelembagaan tidak secara otomatis diikuti oleh perubahan dalam relasi kekuasaan.

Untuk memperjelas pola temuan tersebut, hasil penelitian dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Temuan Penelitian

Aspek Demokrasi Temuan Utama Implikasi
Prosedural Pem}lu berlangsung rutin, partisipasi Demokrasi stabil secara formal
meningkat
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Representasi dan  akuntabilitas
belum optimal

Menguatnya pola transaksional
dalam relasi politik

Dominasi kelompok tertentu tetap

Substansial Kualitas demokrasi belum merata

Praktik Politik Pergeseran orientasi politik

Relasi Kekuasaan Ketimpangan kekuasaan bertahan

terlihat
L Distribusi kewenangan tidak selalu Munculnya konsentrasi kekuasaan
Desentralisasi .
mengubah praktik kekuasaan lokal

Sumber: hasil sintesis peneliti

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa demokrasi di Indonesia
berkembang dengan fondasi prosedural yang relatif mapan, namun masih menghadapi tantangan
dalam mewujudkan kualitas substantif yang lebih mendalam.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia pasca Reformasi
berkembang dalam dua kecenderungan yang tidak sepenuhnya sejalan. Di satu sisi, terdapat
penguatan yang jelas pada aspek prosedural, yang ditandai oleh berfungsinya institusi-institusi formal
demokrasi. Di sisi lain, dimensi substansial justru menunjukkan dinamika yang lebih kompleks dan
belum sepenuhnya mengalami penguatan yang signifikan.

Kondisi ini mengarah pada situasi di mana demokrasi beroperasi secara formal, tetapi belum
sepenuhnya mampu menjalankan fungsi representatifnya secara optimal. Mekanisme seperti
pemilihan umum memang menyediakan ruang partisipasi, namun ruang tersebut tidak sepenuhnya
berada dalam kondisi yang setara (Arifany et al., 2024; D. P. Sari et al., 2025). Perbedaan akses
terhadap sumber daya politik dan ekonomi menciptakan ketimpangan dalam proses kompetisi,
sehingga hasil yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kepentingan publik secara luas.

Praktik politik transaksional menjadi salah satu indikator penting dalam memahami fenomena
ini. Ketika relasi politik dibangun atas dasar pertukaran kepentingan jangka pendek, maka orientasi
demokrasi mengalami pergeseran dari yang semula bersifat programatik menjadi lebih pragmatis.
Dalam kondisi tersebut, demokrasi tetap berjalan sebagai prosedur, tetapi kehilangan sebagian dari
fungsi substantifnya sebagai sarana artikulasi kepentingan masyarakat.

Dalam konteks desentralisasi, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya ambivalensi.
Secara normatif, desentralisasi dimaksudkan untuk mendekatkan kekuasaan kepada masyarakat dan
meningkatkan akuntabilitas. Namun dalam praktiknya, pelimpahan kewenangan tidak selalu diikuti
oleh redistribusi kekuasaan yang lebih merata. Dalam beberapa kasus, kekuasaan justru terkonsentrasi
pada aktor-aktor lokal tertentu yang mampu menguasai sumber daya politik di daerah.

Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa krisis substansi demokrasi tidak
disebabkan oleh ketiadaan institusi demokrasi, melainkan oleh keterbatasan dalam fungsi dan
praktiknya. Demokrasi hadir sebagai sistem yang berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya
mampu menjamin keadilan politik, representasi yang inklusif, serta partisipasi yang bermakna.

Dengan demikian, penguatan demokrasi di Indonesia tidak cukup hanya dilakukan melalui
perbaikan aspek formal, tetapi juga memerlukan upaya yang lebih mendalam untuk memperkuat
dimensi substantif. Hal ini mencakup peningkatan kualitas representasi politik, penguatan
akuntabilitas publik, serta pembatasan pengaruh kekuatan ekonomi dalam proses politik. Tanpa upaya
tersebut, demokrasi berpotensi tetap stabil secara prosedural, tetapi tidak berkembang secara
substantif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia pasca Reformasi 1998 mengalami
penguatan yang cukup signifikan pada aspek prosedural, yang ditandai oleh berfungsinya mekanisme
formal seperti pemilihan umum, keterbukaan politik, dan desentralisasi kekuasaan. Namun,
penguatan tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh perkembangan yang seimbang pada dimensi
substansial demokrasi. Hasil analisis mengindikasikan bahwa praktik demokrasi masih diwarnai oleh
berbagai dinamika yang membatasi kualitas representasi dan akuntabilitas publik. Menguatnya
praktik politik transaksional, bertahannya dominasi kelompok tertentu dalam struktur kekuasaan,
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serta ambivalensi dalam pelaksanaan desentralisasi menunjukkan bahwa demokrasi belum
sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan politik dan partisipasi yang bermakna. Dengan demikian,
krisis substansi demokrasi di Indonesia dapat dipahami sebagai konsekuensi dari dominasi
proseduralisme dalam praktik politik. Demokrasi cenderung berjalan sebagai sistem formal yang
stabil, tetapi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan publik
secara luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk memperkuat dimensi
substantif demokrasi, tidak hanya melalui perbaikan kelembagaan, tetapi juga melalui peningkatan
kualitas partisipasi politik, penguatan akuntabilitas, serta pembatasan pengaruh kekuatan yang
berpotensi mendistorsi proses demokrasi. Dengan langkah tersebut, demokrasi di Indonesia
diharapkan tidak hanya mapan secara prosedural, tetapi juga memiliki kedalaman substantif yang
lebih kuat.
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